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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian 

Penelitian dilakukan di desa wilayah Kabupaten Kudus yang mendapatkan 

dana desa yaitu berjumlah 123 desa dimana populasi dalam penelitian ini adalah 

aparat pemerintah desa yang ikut serta dalam pengelolaan keuangan desa di 

Kabupaten Kudus. Dari 123 desa di Kabupaten Kudus tersebut terdapat 108 aparat 

pemerintahan desa yang menjadi responden dalam penelitian ini yang datanya 

dikumpulkan melalui penyebaran kuesioner sebanyak 108 lembar. Berdasarkan 

pengiriman kuesioner sebanyak 108 didapatkan pengembalian sebanyak 108 

kuesioner. Tabel 4.1 dibawah ini menunjukkan rincian pembagian dan 

pengembalian kuesioner yang telah disebar peneliti sekaligus menunjukkan 

informasi tingkat pengembalian (response rate) dan tingkat pengembalian yang 

digunakan (usable response rate).  

Tabel 4.1 

Rincian Pembagian dan Pengembalian Kuesioner 

Keterangan Jumlah 

Kuesioner yang dibagikan 108 

Kuesioner yang kembali 108 

Kuesioner yang cacat sehingga tidak dapat digunakan 9 

Kuesioner yang dapat digunakan 99 

Tingkat pengembalian kuesioner (108/108 x 100%) 100 % 

Tingkat pengembalian yang digunakan (99/108 x 100%) 91,67 % 

Berdasarkan tabel 4.1 dapat diketahui bahwa dari penyebaran sebanyak 

108 kuesioner, didapatkan kembali sebanyak 108 kuesioner atau tingkat 

pengembalian kuesioner sebesar 100%. Dari jumlah tersebut terdapat kuesioner 

yang cacat dikarenakan pengisian kuesioner yang tidak lengkap sehingga tidak 
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dapat digunakan sebayak 9 kuesioner, jadi hanya sebanyak 99 kuesioner dapat 

diolah.  

Gambaran responden dalam penelitian ini adalah sebanyak 99 aparat 

pemerintahan desa di Kabupaten Kudus yang menunjukkan identitas masing-

masing misalnya : jenis kelamin, usia, pendidikan, jabatan dan lama bekerja 

responden. Lebih lengkapnya gambaran responden dalam penelitian ini dapat 

dijelaskan sebagai berikut: 

4.1.1 Jenis Kelamin 

Data responden mengenai jenis kelamin dapat dilihat sebagaimana tersaji 

dalam tabel berikut ini: 

Tabel 4.2 

Jenis Kelamin Responden 

Jenis Kelamin Responden Persen 

Laki-laki 80 80,81% 

Perempuan 19 19,19% 

Total 99 100% 

Sumber data : data primer diolah peneliti, 2020 

Dari tabel 4.2 diatas menunjukan bahwa responden dengan jenis kelamin 

laki-laki sebanyak 80 orang dengan persentase sebesar 80,81 %, sedangkan 

responden dengan jenis kelamin perempuan sebanyak 19 orang dengan persentase 

19,19 %. Hal ini berarti bahwa sebagian besar sampel penelitian ini adalah 

berjenis kelamin laki-laki. 

4.1.2. Usia Responden 

Data responden mengenai usia responden dapat dilihat sebagaimana tersaji 

dalam tabel berikut ini: 
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Tabel 4.3 

Usia Responden 

Umur Responden Persen 

≤ 30 tahun 11 11,11 % 

31- 40 tahun  21 21,21 % 

41- 50 tahun 38 38,38 % 

> 50 tahun  29 29,29 % 

Total  99 100% 

Sumber data : data primer diolah peneliti, 2020 

Dari tabel 4.3 diatas menunjukkan bahwa responden dengan usia ≤ 30 

tahun sebanyak 11 orang dengan persentase sebesar 11,11%, kemudian responden 

usia 31-40 tahun sebanyak 21 orang dengan persentase sebesar 21,21 %. Selain 

itu, terdapat 38 orang responden dengan persentase sebesar 38,38 % berkisar 

antara 41-50 tahun dan sisanya 29 responden dengan persentase sebesar 29.29 % 

berusia >50 tahun. Berdasarkan data tersebut sebagian besar responden berusia 

41-50 tahun. 

4.1.3. Pendidikan Responden 

Data responden mengenai pendidikan dapat dilihat sebagaimana tersaji 

dalam tabel berikut ini: 

Tabel 4.4 

Pendidikan Responden 

Pendidikan terakhir Responden Persen 

SMA 60 60,61% 

D3 6 6,06% 

S1 26 26,26% 

S2 1 1,01% 

S3 0 0% 

Lainnya 6 6,06% 

Total 99 100% 

Sumber data : data primer diolah peneliti, 2020 

Dari tabel 4.4 dapat diketahui bahwa responden dengan jenjang 

pendidikan SMA sebanyak 60 orang atau sebesar 60,61 %, D3 sebanyak 6 orang 
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responden atau sebesar 6,06%, kemudian, untuk jenjang pendidikan terakhir S1 

sebanyak 26 orang responden atau sebesar 26,26 %, 1 orang responden dengan 

persentase sebesar 1,01 % untuk jenjang pendidikan terakhir S2, untuk jenjang 

pendidikan terakhir S3 tidak ada dan jenjang pendidikan terakhir lainnya 

sebanyak 6 orang atau sebesar 6,06 % yaitu pada tingkat SMP. Berdasarkan data 

tersebut dapat diketahui responden dalam penelitian ini paling banyak memiliki 

jenjang pendidikan terakhir SMA. 

4.1.4 Jabatan Responden 

Data responden mengenai jabatan responden dapat dilihat sebagaimana 

tersaji dalam tabel berikut ini: 

Tabel 4.5 

Jabatan Responden 

Jabatan Responden Persen 

Kepala desa 26 26,26% 

Sekretaris 26 26,26% 

Kaur keuangan/bendahara 26 26,26% 

Kepala seksi 21 21,21% 

Total 99 100% 

Sumber data : data primer diolah peneliti, 2020 

 Dari tabel 4.5 menunjukkan bahwa responden dengan jabatan sebagai 

kepala desa sebanyak 26 orang atau sebesar 26,26 %, sekretaris sebanyak 26 

orang atau sebesar 26,26 %, kemudian terdapat 26 orang responden atau sebesar 

26.26% dengan jabatan sebagai kaur keuangan atau bendahara dan sebanyak 21 

orang responden atau sebesar 21,21% sebagai kepala seksi.  

4.1.5 Lama Bekerja Responden 

Data responden mengenai lama bekerja dapat dilihat sebagaimana tersaji 

dalam tabel berikut ini: 
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Tabel 4.6 

Lama Bekerja Responden 

Lama bekerja Responden Persen 

< 5 tahun 25 25,25 % 

5 - 10 tahun 27 27,27 % 

> 10 tahun 47 47,47 % 

Total 99 100% 

Sumber data : data primer diolah peneliti, 2020 

 

Dari tabel 4.6 menunjukkan bahwa responden dengan lama bekerja <5 

tahun sebanyak 25 orang responden atau sebesar 25,25 %, selain itu sebanyak 27 

orang responden dengan persentase sebesar 27,27 % lama bekerjanya adalah 5 - 

10 tahun. Sisanya sebanyak 47 orang responden atau sebesar 47,47% dengan  

lama bekerja >10 tahun. Berdasarkan data tersebut dapat diketahui sebagian besar 

responden dalam penelitian ini telah memiliki lama bekerja >10 tahun. 

4.2 Penyajian Data 

4.2.1 Analisis Statistik Deskriptif 

Data yang digunakan untuk melakukan analisis statistik ini didapatkan dari 

kuesioner yang telah ditabulasi untuk memberikan gambaran mengenai tanggapan 

responden dari variabel penelitian yaitu kompetensi sumber daya manusia, 

moralitas, sistem pengendalian internal, whistleblowing system dan pencegahan 

fraud dalam pengelolaan keuangan desa. Dalam penelitian ini statistik deskriptif 

setiap variabel diolah dengan menggunakan SPSS 23 dan dapat dilihat dari tabel 

berikut :  
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Tabel 4.7 

Hasil Statistik Deskriptif 

 N Minimum Maximum Mean 

Std. 

Deviation 

Kompetensi Sumber 

Daya Manusia 
99 35 50 43,35 3,532 

Moralitas 99 14 23 17,87 2,216 

Sistem Pengendalian 

Internal 
99 35 55 47,78 4,052 

WhistleblowingSystem 99 23 40 32,51 4,092 

Pencegahan Fraud 

Dalam Pengelolaan 

Keuangan Desa 

99 19 33 26,78 2,783 

Valid N (listwise) 99     

Sumber : data primer yang diolah SPSS 23, 2020 

 

Tabel 4.7 diatas memperlihatkan gambaran semua variabel pada penelitian 

ini secara statistik. Nilai minimum menunjukkan nilai terkecil di data penelitian, 

sedangkan nilai terbesar pada data penelitian menunjukkan nilai maksimum, rata 

rata (mean) menunjukkan rata-rata dari keseluruhan nilai data dan standar deviasi 

menunjukkan akar dari jumlah kuadrat pada selisih nilai data dengan rata-rata 

yang didapatkan setelah dibagi dengan banyak data. Hasil dari analisis statistik 

deskriptif pada tabel 4.7 dapat dijelaskan sebagai berikut :  

a. Kompetensi Sumber Daya Manusia 

Hasil analisis statistik deskriptif untuk variabel kompetensi sumber daya 

manusia menunjukkan nilai minimum 35 sedangkan nilai maksimumnya 

adalah 50 dengan nilai rata-rata (mean) dari kompetensi sumber daya 

manusia sebesar 43,35 dimana nilai ini lebih besar dari  nilai standar 

deviasi sebesar 3,532 sehingga menunjukkan bahwa jawaban dari satu 

responden dengan responden yang lain tidak jauh berbeda. 
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b. Moralitas 

Hasil analisis statistik deskriptif untuk variabel moralitas menunjukkan 

nilai minimum 14 sedangkan nilai maksimumnya adalah 23 dengan nilai 

rata-rata (mean) dari moralitas sebesar 17,87 dimana nilai ini lebih besar 

dari  nilai standar deviasi sebesar 2,216 sehingga menunjukkan bahwa 

jawaban dari satu responden dengan responden yang lain tidak jauh 

berbeda. 

c. Sistem Pengendalian Internal 

Hasil analisis statistik deskriptif untuk variabel sistem pengendalian 

internal menunjukkan nilai minimum 35 sedangkan nilai maksimumnya 

adalah 55 dengan nilai rata-rata (mean) dari sistem pengendalian internal 

sebesar 47,78 dimana nilai ini lebih besar dari  nilai standar deviasi sebesar 

4,052 sehingga menunjukkan bahwa jawaban dari satu responden dengan 

responden yang lain tidak jauh berbeda. 

d. Whistleblowing System 

Hasil analisis statistik deskriptif untuk variabel whistleblowing system 

menunjukkan nilai minimum 23 sedangkan nilai maksimumnya adalah 40 

dengan nilai rata-rata (mean) dari whistleblowing system sebesar 32,51 

dimana nilai ini lebih besar dari  nilai standar deviasi sebesar 4,092 

sehingga menunjukkan bahwa jawaban dari satu responden dengan 

responden yang lain tidak jauh berbeda. 
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e. Pencegahan Fraud Dalam Pengelolaan Keuangan Desa 

Hasil analisis statistik deskriptif untuk variabel kompetensi sumber daya 

manusia menunjukkan nilai minimum 19 sedangkan nilai maksimumnya 

adalah 33 dengan nilai rata-rata (mean) dari pencegahan fraud sebesar 

26,78 dimana nilai ini lebih besar dari  nilai standar deviasi sebesar 2,783 

sehingga menunjukkan bahwa jawaban dari satu responden dengan 

responden yang lain tidak jauh berbeda. 

4.2.2 Uji Kualitas Data 

4.2.2.1 Uji Validitas 

Uji validitas dilakukan untuk mengukur valid tidaknya suatu kuesioner. 

Kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan kesioner mampu untuk 

mengungkapkan sesuatu yang akan diukur dalam kuesioner tersebut. Hasil dari uji 

validitas ini dapat dilihat pada nilai r hitung (pearson correlation). Hasil uji 

validitas dapat dilihat pada tabel 4.8 berikut :  

Tabel 4.8 

Hasil Uji Validitas 

Variabel Pernyataan  r hitung 

(pearson 

correlation) 

r tabel  

(N 97) 

Keterangan 

Kompetensi 

sumber daya 

manusia 

X1.1 0,618 0,1975 Valid 

X1.2 0,668 0,1975 Valid 

X1.3 0,634 0,1975 Valid 

X1.4 0,593 0,1975 Valid 

X1.5 0,624 0,1975 Valid 

X1.6 0,563 0,1975 Valid 

X1.7 0,623 0,1975 Valid 

X1.8 0,435 0,1975 Valid 

X1.9 0,619 0,1975 Valid 

X1.10 0,559 0,1975 Valid 

Moralitas X2.1 0,882 0,1975 Valid 

X2.2 0,844 0,1975 Valid 
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X2.3 0,528 0,1975 Valid 

X2.4 0,574 0,1975 Valid 

X2.5 0,525 0,1975 Valid 

Sistem 

pengendalian 

internal 

X3.1 0,685 0,1975 Valid 

X3.2 0,631 0,1975 Valid 

X3.3 0,730 0,1975 Valid 

X3.4 0,663 0,1975 Valid 

X3.5 0,630 0,1975 Valid 

X3.6 0,460 0,1975 Valid 

X3.7 0,673 0,1975 Valid 

X3.8 0,644 0,1975 Valid 

X3.9 0,642 0,1975 Valid 

X3.10 0,658 0,1975 Valid 

X3.11 0,569 0,1975 Valid 

Whistleblowing 

system 

X4.1 0,528 0,1975 Valid 

X4.2 0,578 0,1975 Valid 

X4.3 0,788 0,1975 Valid 

X4.4 0,864 0,1975 Valid 

X4.5 0,762 0,1975 Valid 

X4.6 0,872 0,1975 Valid 

X4.7 0,812 0,1975 Valid 

X4.8 0,804 0,1975 Valid 

Pencegahan fraud 

dalam pengelolaan 

keuangan desa 

Y.1 0,745 0,1975 Valid 

Y.2 0,645 0,1975 Valid 

Y.3 0,646 0,1975 Valid 

Y.4 0,579 0,1975 Valid 

Y.5 0,733 0,1975 Valid 

Y.6 0,332 0,1975 Valid 

Y.7 0,610 0,1975 Valid 

Sumber: data primer yang diolah SPSS 23, 2020 

Berdasarkan tabel 4.8 diatas menunjukkan hasil dari uji validitas variabel 

kompetensi sumber daya manusia, moralitas, sistem pengendalian internal, 

whistleblowing system, dan pencegahan fraud dalam pengelolaan kekuangan desa. 

Dari hasil tersebut dapat dilihat bahwa seluruh item pernyataan memiliki nilai r 

hitung (pearson correlation) lebih besar dari r tabel yang telah didapatkan yakni 

sebesar 0,1975 perhitungan dari (df=N-2). Oleh karena itu, dapat disimpulkan 
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bahwa seluruh item pernyataan tersebut adalah valid dan uji validitas sebagai 

syarat alat ukur telah terpenuhi.  

4.2.2.2 Uji Reliabilitas 

Suatu kuesioner dikatakan reliabel apabila jawaban dari responden tetap 

konsisten dari waktu ke waktu. Untuk mengetahui reliabel atau tidaknya suatu 

kuesioner dapat dilihat dari nilai Cronbach’s Alpha. Kuesioner dari suatu variabel 

dikatakan reliabel jika nilai Cronbach Alpha >0,70. Hasil uji reliabilitas dalam 

penelitian ini ditunjukkan pada tabel 4.9 berikut ini : 

Tabel 4.9 

Hasil Uji Reliabilitas 

Kuesioner Pernyataan 
Cronbach's 

Alpha 
Keterangan 

Kompetensi Sumber Daya 

Manusia 
10 0,788 Reliabel 

Moralitas 5 0,722 Reliabel 

Sistem Pengendalian Internal 11 0,844 Reliabel 

Whistleblowing System 8 0,889 Reliabel 

Pencegahan Fraud dalam 

pengelolaan keuangan desa  
7 0,702 Reliabel 

Sumber : data primer yang diolah SPSS 23, 2020  

 

Berdasarkan tabel 4.9 tersebut dapat dilihat bahwa variabel kompetensi 

sumber daya manusia, moralitas, sistem pengendalian internal, whistleblowing 

system, dan pencegahan fraud dalam pengelolaan keuangan desa memiliki nilai 

cronbach's alpha lebih dari 0,70. Dari hasil tersebut mengartikan bahwa semua 

pernyataan kuesioner dari setiap variabel penelitian ini dinyatakan reliabel dan uji 

reliabilitas sebagai syarat alat ukur telah terpenuhi. 
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4.2.3 Uji Asumsi Klasik 

4.2.3.1 Uji Normalitas 

Uji normalitas dilakukan untuk mengetahui apakah dalam model regresi, 

variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal atau tidak. Untuk 

melakukan uji normalitas dalam penelitian ini dapat dilakukan menggunakan 

teknik one sample Kolmogorov-smirnov test yaitu apabila nilai signifikasi yang 

didapat diatas 0,05 maka dinyatakan berdistribusi normal, begitupun sebaliknya, 

apabila didapat nilai signifkansi kurang dari 0,05 dinyatakan tidak normal. Hasil 

uji normalitas untuk penelitian ini dapat dilihat pada tabel 4.10 sebagai berikut : 

Tabel 4.10 

Hasil Uji Normalitas 

  Unstandardized Residual 

N 99 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,200 

Sumber :data primer yang diolah SPSS 23, 2020 

Berdasarkan tabel 4.10 hasil dari uji normalitas didapatkan nilai Asymp. 

Sig. (2-tailed) sebesar 0,200 yang berarti bahwa nilai tersebut lebih besar dari 0,05 

sehingga data dalam penelitian ini dapat dikatakan berdistribusi normal. 

4.3.2.2 Uji Multikolinieritas 

Uji multikolinieritas dilakukan untuk menguji apakah dalam model regresi 

terdapat korelasi antar variabel bebas. Model regresi yang baik adalah tidak terjadi 

multikolinieritas yaitu apabila didapatkan nilai tolerance > 0,1 dan nilai VIF < 10. 

Hasil uji multikolinieritas dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel 4.11 

sebagai berikut : 
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Tabel 4.11 

Hasil Uji Multikolinieritas 

Variabel Collinearity Statistics Keterangan 

Tolerance VIF 

Kompetensi Sumber 

Daya Manusia 
0,609 1,643 Bebas Multikolonieritas 

Moralitas 0,947 1,056 Bebas Multikolonieritas 

Sistem Pengendalian 

Internal 
0,739 1,352 Bebas Multikolonieritas 

Whistleblowing 

System 
0,707 1,414 Bebas Multikolonieritas 

Sumber :data primer yang diolah SPSS 23, 2020 

Berdasarkan tabel 4.11 hasil uji multikolinieritas diatas menunjukkan 

bahwa masing-masing variabel mempunyai nilai tolerance lebih dari 0,1 dan nilai 

VIF (Variance Inflation Factor) kurang dari 10 sehingga dapat dinyatakan bebas 

dari multikolinieritas.  

4.3.2.3 Uji Heteroskesdastisitas 

 Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk mengetahui apakah dalam model 

regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual suatu pengamatan ke 

pengamatan lain. Untuk mendeteksi ada tidaknya heteroskedastisitas dalam 

penelitian ini dilakukan dengan uji glejser. Model regresi yang baik adalah model 

regresi yang tidak terjadi masalah heteroskedastisitas yaitu apabila didapatkan 

nilai signifikansi lebih dari 0,05. Hasil uji heteroskedastisitas dalam penelitian ini 

dapat dilihat pada tabel 4.12 sebagai berikut : 
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Tabel 4.12 

Hasil Uji Heteroskedastisitas 

Variabel Signifikan Keterangan 

Kompetensi Sumber Daya Manusia 0,061 Bebas Heteroskedastisitas 

Moralitas 0,273 Bebas Heteroskedastisitas 

Sistem Pengendalian Internal 0,543 Bebas Heteroskedastisitas 

Whistleblowing System 0,718 Bebas Heteroskedastisitas 

Sumber : data primer yang diolah SPSS 23, 2020 

Berdasarkan tabel 4.12 hasil uji heteroskedastisitas menunjukkan bahwa 

semua nilai signifikansi masing-masing variabel memiliki nilai diatas 0,05 yang 

mengartikan tidak terjadi masalah heteroskedastisitas. 

4.3. Analisis Data 

4.3.1 Analisis Regresi Linier Berganda 

Analisis regresi linier berganda bertujuan mengukur kekuatan hubungan 

antar variabel sekaligus menunjukan arah pengaruh variabel dependen dan 

variabel independen. Dalam penelitian ini model regresi dilakukan untuk menguji 

hubungan antara variabel dependen yaitu pencegahan fraud dalam pengelolaan 

keuangan desa dengan variabel independen yaitu:  kompetensi sumber daya 

manusia, moralitas, sistem pengendalian internal, dan whistleblowing system. 

Hasil perolehan dari analisis regresi linier berganda ini dapat dilihat dari tabel 

4.13 sebagai berikut :  
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Tabel 4.13 

Hasil Analisis Regresi Linier Berganda 

Model 

Unstandardized Coefficients 

B Std. Error 

1 (Constant) 2,949 3,790 

Kompetensi Sumber Daya 

Manusia 
,058 ,083 

Moralitas ,144 ,106 

Sistem Pengendalian Internal  ,223 ,066 

Whistleblowing System ,249 ,066 

Sumber :data primer yang diolah SPSS 23, 2020  

Berdasarkan tabel 4.13 diatas dapat dirumuskan persamaan regresi sebagai 

berikut:  

Y= 2,949 + 0,058 X1+ 0,144 X2+ 0,223 X3+ 0,249 X4 + e 

Berdasarkan hasil model persamaan regresi diatas, maka dapat 

disimpulkan sebagai berikut : 

1. Nilai konstanta bernilai positif sebesar 2,949 menunjukkan apabila variabel 

independen dianggap konstan (0), maka rata-rata untuk pencegahan fraud 

dalam pengelolaan keuangan desa sebesar 2,949. 

2. Kompetensi sumber daya manusia memiliki koefisien regresi dengan arah 

positif sebesar 0,058. Jika diasumsikan variabel independen lain konstan, hal 

ini berarti untuk setiap peningkatan kompetensi sumber daya manusia sebesar 

satu persen, maka pencegahan fraud dalam pengelolaan keuangan desa akan 

mengalami kenaikan sebesar 0,058%.  

3. Moralitas memiliki koefisien regresi dengan arah positif sebesar 0,144. Jika 

diasumsikan variabel independen lain konstan, hal ini berarti untuk setiap 

peningkatan moralitas sebesar satu persen, maka pencegahan fraud dalam 

pengelolaan keuangan desa akan mengalami kenaikan sebesar 0,144%.  
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4. Sistem pengendalian internal memiliki koefisien regresi dengan arah positif 

sebesar 0,223. Jika diasumsikan variabel independen lain konstan, hal ini 

berarti untuk setiap peningkatan sistem pengendalian internal sebesar satu 

persen, maka pencegahan fraud dalam pengelolaan keuangan desa akan 

mengalami kenaikan sebesar 0,223%.  

5. Whistleblowing system memiliki koefisien regresi dengan arah positif sebesar 

0,249. Jika diasumsikan variabel independen lain konstan, hal ini berarti 

untuk setiap peningkatan whistleblowing system sebesar satu persen, maka 

pencegahan fraud dalam pengelolaan keuangan desa akan mengalami 

kenaikan sebesar 0,249%.  

4.3.2 Uji Hipotesis 

4.3.2.1 Koefisien Determinasi (R
2
) 

Koefisien determinasi bertujuan untuk menunjukan seberapa jauh 

kemampuan model dalam menjelaskan variasi variabel dependen. Uji koefisien 

determinasi dapat dilihat menggunakan nilai Adjusted R-Square. Nilai dari 

koefisien determinasi berkisar antara 0 sampai 1. Nilai Adjusted R-Square yang 

semakin kecil mengartikan bahwa kemampuan variabel independen dalam 

menjelaskan variasi variabel dependen sangat buruk, begitupun sebaliknya, Nilai 

Adjusted R-Square yang besar atau mendekati nilai 1 mengartikan bahwa 

kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen 

semakin baik. Hasil uji koefisien determinasi dalam penelitian ini dapat dilihat 

pada tabel 4.14 sebagai berikut : 
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Tabel 4.14 

Hasil Uji Koefisien Determinasi 

Model 

 
Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 

1 ,338 2,265 

        Sumber : data primer yang diolah SPSS 23, 2020 

Berdasarkan tabel 4.14 hasil uji koefisien determinasi diperoleh besarnya 

nilai Adjusted R-Square sebesar 0,338. Hasil ini menunjukkan bahwa 33,8% 

variabel dependen yaitu pencegahan fraud dalam pengelolaan keuangan desa 

dapat dijelaskan oleh variabel independen yaitu kompetensi sumber daya manusia, 

moralitas, sistem pengendalian internal, dan whistleblowing system, sedangkan 

sisanya sebesar 67,2% dapat dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dicantumkan 

dalam penelitian ini.   

4.3.2.2 Uji Statistik F 

Uji statistik F digunakan untuk menunjukan apakah variabel independen 

yang dimasukkan dalam model memiliki pengaruh secara bersama-sama terhadap 

variabel dependen. Hasil uji statistik F dalam penelitian ini dapat dilihat dari tabel 

4.15 sebagai berikut : 

Tabel 4.15 

Hasil Uji Statistik F 

Model 

Sum of 

Squares Df 

Mean 

Square F Sig. 

1 Regression 276,984 4 69,246 13,501 ,000 

Residual 482,127 94 5,129   

Total 759,111 98    

Sumber : data primer yang diolah SPSS 23, 2020 

Untuk mengambil keputusan dalam uji F ini dapat dilihat pada nilai 

signifikansi yaitu 0,05 atau dengan membandingkan nilai Fhitung dengan Ftabel. 

Apabila nilai signifikansi < 0,05 maka Ha diterima, sedangkan apabila nilai 
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signifikansi > 0,05 maka Ha ditolak, dan apabila Fhitung > Ftabel maka Ha diterima, 

sedangkan apabila Fhitung < Ftabel maka Ha ditolak. Berdasarkan tabel 4.15 hasil uji 

statistik F diatas, diketahui bahwa nilai signifikansi sebesar 0,000. Hal ini berarti 

0,000 < 0,05, dan Fhitung sebesar 13,501 > Ftabel sebesar 2,70.  F tabel dapat dicari 

dengan cara dfn1=k-1= 4-1=3 dan dfn2=N-k=99-4=95 yaitu didapat F tabel sebesar 

2,70, sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel independen memiliki pengaruh 

secara bersama-sama terhadap variabel dependen. 

4.3.2.3 Uji Statistik Parsial (Uji T) 

Uji t digunakan untuk menunjukan seberapa jauh pengaruh dari variabel 

independen secara individual terhadap variabel dependen. Hasil uji t dalam 

penelitian ini dapat dilihat pada tabel 4.16 sebagai berikut  

Tabel 4.16 

Hasil Uji Statistik Parsial (Uji T) 

Model T Sig. Keterangan 

1 (Constant) ,778 ,439  

Kompetensi Sumber Daya 

Manusia 
,697 ,488 

H1 = ditolak 

Moralitas 1,359 ,177 H2 = ditolak 

Sistem Pengendalian Internal 3,392 ,001 H3 = diterima 

WhistleblowingSystem 3,751 ,000 H4 = diterima 

Sumber : data primer yang diolah SPSS 23, 2020 

Dalam uji T untuk mengetahui pengaruh dari variabel independen secara 

individu terhadap variabel dependen dapat dilihat dari nilai signifikansi t 0,05. 

Apabila nilai signifikansi t < 0,05 maka Ha diterima, sedangkan apabila nilai 

signifikansi > 0,05 maka Ha ditolak, atau  dengan membandingkan nilai thitung 

dengan ttabel. Apabila thitung > ttabel maka Ha diterima, sedangkan apabila thitung < 

ttabel maka Ha ditolak. Nilai ttabel dapat ditentukan dari df = 99-4 = 95 dengan 
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tingkat signifikansi α = 0,05 didapatkan sebesar 1.98525. Berdasarkan tabel 4.16 

hasil uji T diatas maka dapat dijelaskan rincian hasil pengujian hipotesis sebagai 

berikut: 

1. Kompetensi sumber daya manusia memiliki nilai signifikansi sebesar 

0,488 lebih besar dari 0,05 dan thitung positif sebesar 0,697 kurang dari 

ttabel yaitu 1,98525. Hal ini menunjukkan bahwa kompetensi sumber 

daya manusia tidak berpengaruh terhadap pencegahan fraud dalam 

pengelolaan keuangan desa. Dengan demikian hipotesis H1 yang 

menyatakan bahwa kompetensi sumber daya manusia berpengaruh 

positif terhadap pencegahan fraud dalam pengelolaan keuangan desa 

ditolak. 

2. Moralitas memiliki nilai signifikansi sebesar 0,177 lebih besar dari 0,05 

dan thitung positif sebesar 1,359 kurang dari ttabel yaitu 1,98525. Hal ini 

menunjukkan bahwa moralitas tidak berpengaruh terhadap pencegahan 

fraud dalam pengelolaan keuangan desa. Dengan demikian hipotesis H2 

yang menyatakan bahwa moralitas berpengaruh positif terhadap 

pencegahan fraud dalam pengelolaan keuangan desa ditolak. 

3. Sistem pengendalian internal memiliki nilai signifikansi sebesar 0,01 

lebih kecil dari 0,05 dan thitung positif sebesar 3,392 lebih besar dari ttabel 

yaitu 1,98525. Hal ini menunjukkan bahwa sistem pengendalian internal 

berpengaruh terhadap pencegahan fraud dalam pengelolaan keuangan 

desa. Dengan demikian hipotesis H3 yang menyatakan bahwa sistem 
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pengendalian internal berpengaruh positif terhadap pencegahan fraud 

dalam pengelolaan keuangan desa diterima. 

4.    Whistleblowing system memiliki nilai signifikansi sebesar 0,00 lebih 

kecil dari 0,05 dan thitung positif sebesar 3,751 lebih besar dari ttabel yaitu 

1,98525. Hal ini menunjukkan bahwa whistleblowing system 

berpengaruh terhadap pencegahan fraud dalam pengelolaan keuangan 

desa. Dengan demikian hipotesis H4 yang menyatakan bahwa 

Whistleblowing system berpengaruh positif terhadap pencegahan fraud 

dalam pengelolaan keuangan desa diterima. 

4.4. Pembahasan 

4.4.1 Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Pencegahan 

Fraud Dalam Pengelolaan Keuangan Desa 

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis H1 diperoleh thitung positif sebesar 

0,697 kurang dari ttabel yaitu 1,98525 dan memiliki nilai signifikansi sebesar 0,488 

lebih besar dari 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa kompetensi sumber daya 

manusia tidak berpengaruh terhadap pencegahan fraud dalam pengelolaan 

keuangan desa. Hal ini tidak sesuai dengan hipotesis H1 yang menyatakan bahwa 

kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap pencegahan fraud 

dalam pengelolaan keuangan desa, oleh karena itu hipotesis H1 ditolak. 

Hasil ini menunjukkan bahwa kompetensi sumber daya manusia tidak 

mampu menjelaskan pengaruhnya terhadap pencegahan fraud dalam pengelolaan 

keuangan desa di Kabupaten Kudus. Kompetensi sumber daya manusia terdiri dari 

pengetahuan, keterampilan dan sikap atau perilaku yang bisa didapatkan melalui 
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pendidikan formal atau pendidikan dan pelatihan yang diikuti. Dari hasil temuan 

penelitian aparat pemerintah desa yang ikut serta dalam mengelola keuangan desa 

mayoritas berasal dari latar belakang pendidikan SMA bahkan ada yang 

berpendidikan SMP dan disemua desa yang menjadi penelitian ini tidak ada aparat 

desa yang memiliki latar belakang di bidang keuangan belum lagi kepala desa 

yang bertanggung jawab penuh atas pegelolaan keuangan desa sebagian besar 

baru yaitu sebanyak 15 orang dari 26 orang kepala desa dalam penelitian ini 

memiliki masa kerja kurang dari 5 tahun sehingga belum pernah mengikuti 

pelatihan terkait penatausahaan laporan keuangan desa dan akhirnya 

menyebabkan kurangnya pemahaman dan tentunya hal tersebut menjadi kendala 

bagi aparat desa. 

Hal ini tidak sesuai dengan teori agensi yang menjelaskan bahwa di dalam 

pengelolaan keuangan desa terdapat hubungan antara pemerintah desa dengan 

masyarakat dimana pemerintah desa dapat melakukan pengelolaan keuangan desa 

dengan baik sesuai amanah dari masyarakat apabila berkompeten dibidangnya. 

Kurangnya kompetensi yang dimiliki menyebabkan pengelolaan keuangan desa 

terkendala sehingga kesalahan yang dapat menimbulkan adanya suatu kecurangan 

dapat saja terjadi dan tujuan dari penggunaan keuangan desa tidak tercapai sesuai 

dengan amanah masyarakat. Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian 

dari Huljanah (2019) yang menyatakan bahwa kompetensi aparatur tidak 

berpengaruh terhadap pencegahan fraud dalam pengelolaan keuangan desa. Akan 

tetapi, tidak sejalan dengan penelitian dari Laksmi dan Sujana (2019) yang 
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menyatakan bahwa kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif 

terhadap pencegahan fraud dalam pengelolaan keuangan desa.  

4.4.2 Pengaruh Moralitas Terhadap Pencegahan Fraud Dalam Pengelolaan 

Keuangan Desa 

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis H2 diperoleh thitung positif sebesar 

1,359 kurang dari ttabel yaitu 1,98525 dan memiliki nilai signifikansi sebesar 0,177 

lebih besar dari 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa moralitas tidak berpengaruh 

terhadap pencegahan fraud dalam pengelolaan keuangan desa. Hal ini tidak sesuai 

dengan hipotesis H2 yang menyatakan bahwa moralitas berpengaruh positif 

terhadap pencegahan fraud dalam pengelolaan keuangan desa, oleh karena itu 

hipotesis H2 ditolak. 

Hasil ini menunjukkan bahwa moralitas tidak mampu menjelaskan 

pengaruhnya terhadap pencegahan fraud dalam pengelolaan keuangan desa di 

Kabupaten Kudus. Moralitas yang tinggi belum tentu dapat mencegah kecurangan 

dalam pengelolaan keuangan desa. Hal ini karena hasil temuan dalam penelitian 

menggambarkan sikap aparat pemerintah desa yang tidak jujur. Hal tersebut dapat 

dilihat dari jawaban responden dimana sebagian besar responden memberikan 

jawaban netral maupun menjawab setuju  dimana item pernyataan untuk indikator 

sikap individu dalam melakukan tindakan tidak jujur bernilai negatif. Hal ini 

menggambarkan aparat desa di Kabupaten Kudus lebih patuh dan takut terhadap 

pimpinannya dari pada peraturan yang ada sekalipun pimpinannya berprilaku 

buruk, seperti menyesuaikan Laporan realisasi anggaran seperti periode yang lalu 

untuk kepentingannya ataupun agar kinerja pimpinan tersebut terlihat baik.  
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Hal ini tidak sesuai dengan teori agensi yang menyatakan dalam 

pengelolaan keuangan desa terdapat hubungan antara pemerintah desa dan 

masyarakat  dimana dalam pengelolaan dan penggunaan keuangan desa akan 

berjalan dengan baik sesuai amanah dari masyarakat apabila pemerintah desa 

memiliki moralitas yang baik, dengan moral yang baik maka pemerintah desa 

akan berpikir dan bertindak sesuai dengan peraturan yang berlaku yaitu dengan 

mementingkan kepentingan dan kebutuhan masyarakat bukan bertindak sendiri 

tanpa mengikuti aturan untuk kepentingan pribadinya, sehingga dengan moral 

yang baik tindakan kecurangan yang dapat merugikan masyarakat dapat dicegah. 

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian dari Dewi dkk (2017) yang 

menyatakan bahwa moralitas tidak berpengaruh signifikan terhadap pencegahan 

fraud. Akan tetapi, tidak sejalan dengan penelitian dari Rahimah dkk (2018) yang 

menyatakan bahwa moralitas berpengaruh positif terhadap pencegahan fraud 

dalam pengelolaan dana desa. 

4.4.3 Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Terhadap Pencegahan Fraud 

Dalam Pengelolaan Keuangan Desa 

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis H3 diperoleh thitung positif sebesar 

3,392 lebih besar dari ttabel yaitu 1,98525 dan memiliki nilai signifikansi sebesar 

0,01 lebih kecil dari 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa sistem pengendalian 

internal berpengaruh positif terhadap pencegahan fraud dalam pengelolaan 

keuangan desa. Hal ini sesuai dengan hipotesis H3 yang menyatakan bahwa sistem 

pengendalian internal berpengaruh positif terhadap pencegahan fraud dalam 

pengelolaan keuangan desa, oleh karena itu hipotesis H3 diterima. 
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Sistem pengendalian internal yang memadai mampu untuk meningkatkan 

upaya pencegahan fraud dalam pengelolaan keuangan desa di Kabupaten Kudus. 

Hasil penelitian yang ada menunjukkan sistem pengendalian internal di 22 desa 

yang berada di Kabupaten Kudus adalah kuat. Berdasarkan temuan jawaban 

responden pada masing-masing item pernyataan dimana terdapat responden yang 

memberikan jawaban setuju yaitu sebanyak 68 (68,68%) responden pada indikator 

penilaian resiko. Hal tersebut menggambarkan bahwa aparat pemerintah desa di 

Kabupaten Kudus telah melakukan analisis resiko untuk mengurangi adanya 

resiko pelanggaran dalam pengelolaan keuangan desa dengan baik seperti resiko 

pengawasan dimana besarnya dana desa yang didapat beresiko untuk terjadinya 

kecurangan karena kurangnya pengawasan yang dilakukan untuk itu aparat desa 

di Kabupaten Kudus menerapkan adanya transparansi kepada masyarakat.  

Hal ini sejalan dengan teori agensi yaitu terdapat hubungan antara 

prinsipal (masyarakat) dan agen (pemerintah) dimana pemerintah harus 

bertanggungjawab untuk menyelenggarakan pengelolaan keuangan desa dengan 

baik dan melaporkan pertanggungjawabannya kepada masyarakat. Untuk 

melaksanakan tanggung jawab tersebut maka dibutuhkan sistem pengendalian 

internal. Dengan sistem tersebut proses pengelolaan keuangan desa dapat 

diarahkan, diawasi dan dapat dideteksi apabila terdapat penyelewengan, sehingga 

akan memberikan keyakinan kepada masyarakat bahwa pengelolaan keuangan 

desa tersebut telah tercapai tujuannya secara efektif dan efisien serta 

menghasilkan laporan keuangan yang handal sesuai aturan yang berlaku. Hasil 

penelitian ini sejalan dengan penelitian dari Laksmi dan Sujana (2019) yang 
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menyatakan bahwa sistem pengendalian internal berpengaruh positif terhadap 

pencegahan fraud dalam pengelolaan keuangan desa. Akan tetapi hasil ini tidak 

sejalan dengan hasil penelitian dari Usman dkk (2015) yang menyatakan bahwa 

sistem pengendalian internal tidak berpengaruh signifikan terhadap pencegahan 

kecurangan. 

4.4.4 Pengaruh Whistleblowing System Terhadap Pencegahan Fraud Dalam 

Pengelolaan Keuangan Desa 

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis H4 diperoleh thitung positif sebesar 

3,751 lebih besar dari ttabel yaitu 1,98525 dan memiliki nilai signifikansi sebesar 

0,00 lebih kecil dari 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa whistleblowing system 

berpengaruh positif terhadap pencegahan fraud dalam pengelolaan keuangan desa. 

Hal ini sesuai dengan hipotesis H4 yang menyatakan bahwa whistleblowing system 

berpengaruh positif terhadap pencegahan fraud dalam pengelolaan keuangan desa, 

oleh karena itu hipotesis H4 diterima. 

Penerapan whistleblowing dapat menjadi upaya yang dapat mencegah 

terjadinya kecurangan (fraud) dalam pengelolaan keuangan desa di Kabupaten 

Kudus. Berdasarkan temuan jawaban responden pada masing-masing item 

pernyataan dimana terdapat responden yang memberikan jawaban setuju sebanyak 

63 (63,63%) responden pada indikator sistem pelaporan whistleblowing. Hal ini 

menggambarkan sistem pelaporan atas pelanggaran desa di Kabupaten Kudus 

telah berjalan dengan baik dikarenakan antar aparat pemerintah desa maupun 

aparat desa dengan masyarakat akan saling mengawasi satu sama lain dan 

sewaktu-waktu dapat bertindak sebagai pengungkap dan pelapor indikasi tindakan 
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yang mengarah kekorupsi atau kecurangan lainnya, sehingga tindakan kecurangan 

(fraud) dapat dicegah dan diketahui segera mungkin. 

Hal ini sejalan dengan teori agensi dimana teori ini menjadi solusi untuk 

masalah keagenan dalam pengelolaan keuangan desa, agar tujuan keuangan desa 

digunakan sesuai kebutuhan masyarakat desa yaitu untuk pembangunan desa dan 

pemberdayaan masyarakat maka dibutuhkan suatu sistem untuk mencegah adanya 

keinginan pribadi pemerintah desa yang berpotensi terjadinya kecurangan. Sistem 

ini disebut whistleblowing system. Dengan adanya sistem ini akan membuat antar 

aparat pemerintah desa maupun aparat pemerintah desa dengan masyarakat 

menjadi saling mengawasi sehingga merasa enggan melakukan kecurangan karena 

takut untuk dilaporkan.  Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian dari 

Widiyarta dkk (2017) menunjukan bahwa whistleblowing system berpengaruh 

positif terhadap pencegahan fraud dalam pengelolaan dana desa. 


